
BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEIT
PERATURAN BI'PATI PANDEGL/ING

l{ouoR 54 TAIIITN 2018
TENTANG

REI{CAITA XER.'A PEMERIIYTAII DAERAH
KABTIPATEI| PAITDEGLAITG TAHT'I| 2019

DEIYGAN RAIIUAT TI'HAIT YAITG UAHA ESA

BUPATI PAITDDGLAT{G,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanal<an ketentuan pasa_l 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk
mewujudkan Program dalam Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten pandeglang iahun
2016-2021 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keg'a
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20OO tentang
Pembentukan Provinsi Banten (kmbaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
P-emeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Ke-uangan Negara (Lembaran Negara Repubtl Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona_l (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan
kmbaran Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155];

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan
kmbaran Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20O6 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 20O8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahsn 2OL8
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2O1O tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunal Daerah (Lembaran Daeralt
Kabupaten Pandeglang Tahun 2O1O Nomor 7l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2O16 (kmbaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2OO5 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Nomor 6
Susunan

Kabupaten

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 7);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan
Tata Cara Penyusunan Rencana Kery'a SKPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATT'RAN BT'PATI PAITDEGLAilG TEI{TAI{G REI{CAITA
XER^'A PEMERII{TAII DAERAH XABT'PATEIY
PAI{DEGLIING TAHI'IT 2019.

BAB I
XEIEI{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Pandeglang.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.



7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten pandeglang
yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang
mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah.

8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten pandeglang yang
selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang memuldangi
pengelolaan keuangan daerah.

9. Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Inspeldorat
adalah perangkat daerah yang melaksanakal perg"*""a,
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten pandeglang
yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten pandeglang adalali
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode S 1tima1
tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pandeglang yang
selanjutnya disingkat RPKD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) Tahun.

12. Rencana Keq'a dan Anggaran perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan pD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Rencana Keqia Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu 1 (satu)
tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RENCANA I{ERTIA PEilERII{TAII DATRAII

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2O19 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk kurun waktu I (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan
Kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana
keg'a dan pendanaan untuk batas waktu 1 (Satu) tahun.

(3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai:
a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara
sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja pD dan RKA-
PD Tahun Anggaran 2019.



Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll disusundengan sistematika sebagai berikut :

BABI :

BAB II :

BAB III :

BAB IV :

BABV :

BABVI :

BAB VII :

LAMPIRAN

(2) Dokumen RKPD Tahun 2or9 dengan sistematika sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran yang -e.uplaka., bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PENUTUP

(1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan bulanan, triwulan dan akhir
Tahun Anggaran 2018 atas pelaksanaan program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2018 baik yang dibiayai/didanai dari ApBd Kabupaten
Pandeglang, APBD provin-si Banten, Anggaran pendapatan dan eehnja
Negara (APBN) serta sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada
BAPPEDA, BPKD, dan Inspektorat, paling lambat 7 (tujuh) hari seterah
akhir bulan, triwulan, dan akhir Tahun Anggaran 2OIg. 

-

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaruasi,
pengendalian pembangunan, pelaporan keuangan serta pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diiaksanakan 

- 
oleL sKpo

yang bersangkutan.

BAB III
LAPORAIT PELIIKSAITAAI{ PROGRATU DAIT KTG}IATAIT

PERAITGI(AT DA"ERAH

Pasal 4

BAB IV
KETENTUAIT LIUil.LAIN

Pasal 5

Kepala BAPPEDA wajib menelaah kesesuaian antara RKA pD Tahun Anggaran
2019 dengan RKPD Tahun 2O19.

Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan RKpD Tahun 2ol9 yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan Bupati ini- berbeda dengal
hasil pembahasan TAPD dengan Pa,itia/ Badan Anggaran DpRD, maka yang
dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pihbahasan TApD dengan
DPRD.



BAB V
KETENTUAT{ PEITUTI'P

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Di di Pandeglang
pada 29 Jl,IIlI 2018

Gr-

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal o1 ;1uIr1 2O1u

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEG G

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 54


